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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Diskursus perkembangan perekonomian di Indonesia pada dekade ini 
nampak terlihat membaik. Terutama dalam hal yang berlabel syariah. Hal ini 
ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga berprinsip syariah. 
Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2000-an dimana bank syariah dilahirkan 
oleh bank konvensional. Dengan tujuan untuk mempromosikan dan 
mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi 




Keberadaan bank syariah khususnya di Indonesia, membawa angin 
segar bagi para nasabah untuk mempermudah mendapatkan pembiayaan dan 
bagi para investor untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Hal ini 
diakibatkan karena bank syariah mampu memberikan kontribusi yang baik 
pada penghimpunan dan penyaluran dana bank sesuai dengan prinsip Islam 
tanpa adanya bunga atau tambahan. 
Jika dilihat secara komprehensif, pengaturan prinsip dan sistem 
keuangan Islam bersumber dari al-Qur’an dan sunnah serta penafsiran-
penafsiran ulama (ijtihad). Sehingga memiliki kekhususan dibanding sistem 
keuangan konvensional, dimana dalam sistem keuangan Islam menggunakan 
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prinsip syariah yang melarang pengenaan bunga terhadap dana. Karena itulah, 
perkembangan bank syariah semakin membaik.  
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan aset, dana pihak ketiga 
(DPK), dan pembiayaan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank 
Indonesia dapat diketahui bahwa perkembangan aset bank syariah pada tahun 
2016, mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4 % dengan total aset mencapai 
Rp. 6.843 triliun. Kemudian pembiayaan dan DPK industri perbankan syariah 
nasional di tahun 2016, yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit 
Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 




Peningkatan kelembagaan, aset, pembiayaan dan DPK pada Bank 
Syariah di Indonesia menyebabkan kinerja Bank Syariah dalam menjalankan 
fungsi intermediasi berjalan dengan cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan 
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang mengalami pertumbuhan 
signifikan. Yang mana dalam statistik perbankan syariah yang dipublikasikan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tiga akad pembiayaan syariah 
terlaris bertumbuh cemerlang yang dimulai pada mei 2016, yaitu akad 
mudharabah, musyarakah, dan mura>bah}ah yang mencapai Rp. 203,72 triliun, 
dengan porsi akad mura>bah}ah sebesar 61%, kemudian disusul musyarakah 
sebesar 31,7%, dan mudharabah sebesar 7, 29%.
3
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Berdasarkan data tersebut, pembiayaan mura>bah}ah merupakan 
penyumbang terbesar dalam penyaluran dana bank syariah. Di lembaga 
keuangan Bank Syariah, mura>bah}ah merupakan instrumen yang sangat 
dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan 
mura>bah}ah di perbankan syariah merupakan produk perbankan yang dapat 
mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Produk 
pembiayaan mura>bah}ah pada lembaga keuangan syariah banyak dijadikan 
sebagai produk unggulan. Ada dua alasan mengapa lembaga keuangan 
syariah menjadikan mura>bah}ah sebagai produk unggulan. Pertama, resiko 
kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisir. Kedua, 
pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah bisa lebih terkontrol bila dibandingkan 
dengan pembiayaan yang lain.
4
 
Dijadikannya produk pembiayaan mura>bah}ah sebagai produk 
unggulan mempunyai pengaruh besar terhadap minat masyarakat untuk 
mendapatkan produk pembiayaan tersebut. Secara normatif dalam pasal 1 
ayat (25) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, 
menegaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu kegiatan lembaga 
keuangan syariah yang bergerak dalam penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang 
mura>bah}ah.5 Piutang mura>bah}ah atau sering disebut pembiayaan mura>bah}ah 
merupakan pembiayaan atau kegiatan penyaluran dana yang diberikan oleh 
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bank syariah  terhadap konsumen dengan sistem jual beli suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga lebih (marjin) sebagai laba sesuai dengan 
kesepakatan para pihak.
6
 Ada juga yang membayarnya secara angsuran 
dengan harga lebih sebagai laba.
7
 
Tingginya peminat produk mura>bah}ah membawa dampak pada 
pranata hukum, mengenai terciptanya kepastian dan perlindungan hukum para 
pihak. Karena realitas saat ini, seluruh transaksi yang dilakukan di perbankan, 
terutama bank syariah semuanya dilakukan dengan adanya perjanjian. Pada 




“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 
Selain itu, perjanjian tersebut wajib dibuat secara tertulis sebagaimana 
dianjurkan dalam Islam untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan 
secara tidak tunai. Oleh karenanya, dalam transaksi pembiayaan mura>bah}ah 
dikenal istilah “kontrak pembiayaan” yang di dalamnya terdapat ketentuan 
mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak pembiayaan inilah 
yang nantinya akan menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam 
perjanjian bagi kedua belah pihak. Teorinya isi kontrak pembiayaan dibuat 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara 
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sepihak karena berlaku asas pacta sunt servanda.
9
 Selain itu, menurut pasal 2 
ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/Pbi/2008 tentang pelaksanaan 
prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 
pelayanan jasa bank syariah menegaskan bahwa dalam melaksanakan jasa 
perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan 
pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi prinsip syariah.
10
 
Namun dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan di bank syariah, 
umumnya dibuat dengan bentuk kontrak baku yang sebelumnya isi dan 
klausul-klausulnya telah dibuat oleh pihak bank yang berwenang dan 
diberikan dalam bentuk formulir tercetak untuk diisi dan ditandatangani oleh 
konsumen yang sebelumnya dari pihak bank juga menjelaskan sekilas tentang 
isi kontrak tersebut. Menurut pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa setiap aturan 
atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam 
suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi oleh 
konsumen
11
 disebut dengan kontrak atau klausul baku. Penggunaan kontrak 
baku dalam perjanjian pembiayaan dimaksudkan agar lebih cepat, praktis dan 
efisien waktu. Sehingga tidak jarang dalam isi kontrak tersebut lebih condong 
terhadap salah satu pihak atau tidak seimbang antara hak dan kewajiban pihak 
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yang satu terhadap hak dan kewajiban pihak yang lainnya, sehingga 
memberatkan salah satu pihak.  
Di lain sisi, kontrak baku menganut prinsip bagi nasabah untuk 
menerima atau menolak suatu klausul kontrak yang biasa disebut dengan 
nama prinsip take it or leave it
12
, sehingga ada unsur keterpaksaan dari pihak 
konsumen untuk menerima atau menolaknya, karena pihak yang memiliki 
dominasi lebih kuat lah yang menetukan isi kontrak, sedangkan pihak yang 
lemah karena kebutuhan dan keadaan, terpaksa menerima isi kontrak tanpa 
diberi kesempatan untuk bernegosiasi. Tidak jarang pula dalam isi kontrak 
baku terdapat klausula-klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung 
jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, 
tanggung jawab tersebut seharusnya dibebankan kepadanya, sehingga 
merugikan pihak yang lainnya atau hanya menguntungkan bagi salah satu 
pihak saja, klausula ini dikenal dengan klausul eksemsi atau eksonerasi atau 
dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah exoneratie clausule.
13
 
Diskursus penggunaan kontrak baku pada pembiayaan perbankan 
dinilai tidak fair dan kurang sesuai dengan tujuan perjanjian dalam hukum 
positif maupun hukum Islam. Menurut pasal 1320 KUHPer, suatu kontrak 
dapat dibuat dengan memperhatikan empat syarat, antara lain: kesepakatan 
yang dibuat bersama antara kedua belah pihak yang di dalamnya terdapat 
unsur kebebasan berkontrak, kecakapan para pihak untuk membuat suatu 
perikatan, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan suatu sebab 
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yang halal untuk melakukan perjanjian. Kemudian pada pasal 1321 KUHPer 
juga dinyatakan bahwa suatu perjanjian menjadi tidak sah apabila 
kesepakatan yang diberikan itu karena kekhilafan atau pun karena paksaan.
14
 
Begitupun dalam hukum Islam, perjanjian dibuat dengan tujuan untuk 
kemaslahatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Sehingga dalam 
melakukan perjanjian Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan adanya 
asas al-h}urriyyah (kebebasan), al-musawwah (persamaan dan kesetaraan), al-
‘ada>lah (keadilan), ar-rid}a> (kerelaan), as}-s}idiq (kebenaran), al-kita>bah 
(tertulis).
15
 Di antara enam asas tersebut, Islam sangat memberikan perhatian 
lebih terhadap asas al-h}urriyyah (kebebasan) dan asas al-musawwah 
(persamaan dan kesetaraan), karena keduanya merupakan induk dari adanya 
asas-asas yang lain. Asas al-h}urriyyah sebagai representasi dari nilai 
kebebasan berkontrak, yang menunjukan tidak adanya paksaaan dalam 
perjanjian, sedangkan asas al-musawwah dalam perjanjian dapat diartikan 
sebagai persamaan atau kesetaraan, dalam hukum kontrak menggunakan 
istilah keseimbangan. Asas ini merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad 
baik, prinsip transaksi yang dilandasi oleh kejujuran dalam menentukan 
sesuatu hal, termasuk dalam hal menentukan “margin keuntungan” pada 
pembiayaan mura>bah}ah. 
Karenanya, Bank BRI Syariah cabang Purwokerto yang beralamat di 
Jl. Jalan Karang Kobar, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten 
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Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu bank yang 
mengembangkan produk pembiayaan mura>bah}ah sebagai produk unggulan. 
Hal ini terlihat dari peminat produk pembiayaan tersebut yang lebih tinggi 
dari pada produk lainnya. Pada bank ini pembiayaan mura>bah}ah dilakukan 
dengan beberapa step, mulai dari pemeriksaan keadaan konsumen sebelum 
melakukan perjanjian, kemudian pengisian kontrak perjanjian, dan pencairan 
pembiayaan. Pengisian kontrak perjanjian dilakukan dengan penggunaan 
kontrak baku. Seperti yang telah diketahui bahwa penggunaan kontrak baku 
itu sangat bertolak belakang dengan prinsip syariah karena melanggar asas al-
h}urriyyah dan al-musawwah. Dimana pada asas kebebasan berakad, para 
pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau 
kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, 
penipuan atau keterpaksaan.
16
 Begitu pun dengan asas keseimbangan (al-
musawwah), yang menginginkan agar isi kontraknya dibuat berdasarkan 
kesepakatan bersama dan berlakunya proses negosiasi serta tidak berlakunya 
sistem yang  bersifat menerima atau menolak (take it or leave it). 
Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada Qur’an Surat 
An-Nisa’ (4) ayat: 29. 
َالَ هَ ي َ أ َيَ  َنَ عَ َة َرَ جَ ت ََنَ وَ كَ ت ََنَ أ ََل َإ ََلَ طَ بَ الَ ب ََمَ كَ نَ ي َ ب َ َمَ كَ ل َاوَ مَ اأَ وَ لَ كَ أ َتَ ل ََاوَ ن َ امَ ءَ َنَ يَ ذَ ا
َ .َامَ يَ حَ ر ََمَ كَ ب ََانَ كَ ََاللَ َنَ ،َإَ مَ كَ سَ فَ ن َ اَأَ وَ لَ ت َ قَ َت َ ل َ،َوَ مَ كَ نَ مَ َاضَ رَ ت َ 
                                                             
16






 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
17
 
Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa dalam hal perdagangan, 
termasuk di dalamnya adalah perjanjian harus di dasarkan pada suka sama 
suka atau kerelaan diantara para pihak.
18
 Sementara dalam kontrak baku 
cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak konsumen untuk menerima 
setiap klausula perjanjian pembiayaan mura>bah}ah yang diajukan oleh pihak 
bank, karena pihak konsumen tidak diberikan kesempatan bernegosiasi dalam 
hal isi, sekalipun dalam penetapan jumlah marjin pembiayaan mura>bah}ah. 
Merujuk pada pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
19
, bahwa 
paksaan terjadi ketika mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak 
diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Sehingga penggunaan 
kontrak baku, sampai saat ini masih menjadi debateble di sejumlah pihak, 
baik karena kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang menjadi landasan 
perbankan syariah maupun karena status hukum perjanjiannya. 
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  ingin 
mengetahui pelaksanaan penggunaan kontrak baku pada produk pembiayaan 
mura>bah}ah di bank BRI Syariah cabang Purwokerto apakah sudah sesuai 
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dengan prinsip syariah yang menjadi landasan perbankan syariah di indonesia 
atau belum dan status hukum perjanjiannya serta dampak dari adanya 
perjanjian tersebut terhadap para pihak. Sehingga, penulis merasa  perlu  
untuk mengangkat  permasalahan  ini menjadi  obyek  penelitian  skripsi  
dengan  judul: “Implementasi Kontrak Baku Pada Pembiayaan 
Mura>bah}ah Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Bank BRI Syariah 
Cabang Purwokerto tahun 2018)” 
 
B. Definisi Operasional 
1. Implementasi 
Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
artinya yaitu pelaksanaan atau penerapan.
20
 Secara umum implementasi 
yaitu praktik dari suatu kegiatan yang telah direncanakan serta 
dilaksanakan oleh suatu lembaga dengan serius yang mengacu pada 
norma-norma tertentu guna mencapai suatu tujuan kegiatan.  
2. Kontrak Baku 
Kontrak baku (standar contract) yaitu suatu bentuk kontrak yang 
memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Pada hal 
ini adalah pihak perbankan. Kontrak baku sama dengan perjanjian adhesi 
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3. Pembiayaan Mura>bah}ah 
Pembiayaan mura>bah}ah merupakan suatu akad atau perjanjian yang 
disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank 
menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja 
lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah 
sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) 




C. Rumusan Masalah 
Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Bagaimana 
implementasi kontrak baku pada pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI 
Syariah Cabang Purwokerto dalam perspektif hukum Islam? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap implementasi kontrak baku pada 
pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat diambil 
sebagai tolok ukur bagi penelitian masa mendatang. Manfaat penelitian ini 
dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 
Sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum mengenai 
kontrak baku pada perbankan yang nantinya dapat di implementasikan 
oleh pihak bank pada kontrak (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip 
syariah sebagai tujuan dari bank. 
2. Manfaat Praktis 
Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pelaksanaan kontrak 
baku pada pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI Syariah Cabang 
Purwokerto, yang pada umumnya masyarakat tidak paham dengan 
adanya kontrak baku dan akibat hukumnya dilihat dari perspektif Islam. 
 
F. Telaah Pustaka  
Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya 
tulis ilmiah dan buku yang dapat dijadikan acuan penelitian ini, baik untuk 
diadopsi dan dikembangkan untuk memperkaya hasil penelitian maupun 
untuk menghindari plagiasi serta  menunjukkan orsinilitas penelitian ini. 
Adapun buku yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu dalam 
buku karya Hendi Suhendi dengan judul “Fiqh Muamalah” yang membahas 
keabsahaan akad dalam Islam. Buku Mardani dengan judul “Hukum 
Perikatan Syariah di Indonesia” yang membahas mengenai asas-asas 
kedudukan hukum islam dalam interaksi bisnis syariah antara lembaga 
keuangan syariah dengan nasabah yang dilandasi oleh adanya hubungan 






Kemudian dalam buku karya Henry Pandapotan Panggabean yang 
berjudul “Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian 
Kredit Perbankan” yang menyoroti mengenai ketidakseimbangan praktik 
perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan. 
Selanjutnya dalam buku karya Kelik Wardiono yang berjudul 
“Perjanian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen” yang membahas 
mengenai uraian teoritis-normatif tentang klausul baku, klausul eksonerasi, 
serta hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan agar memperoleh 
gambaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan praktiknya 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Selain buku, bahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini  adalah 
penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Beberapa diantaranya 
yaitu dalam karya ilmiah, skripsi Dwi Fidhayanti Fakultas Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim, Malang yang berjudul Perjanjian Baku Menurut 
Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan 
Syariah), sama-sama membahas tentang perjanjian baku, bedanya terletak 
pada fokus penelitian. Dalam penelitian Dwi Fidayanti fokus terhadap 
pandangan Islam terhadap seluruh praktik pembiayaan di bank syariah dan 
penelitiannya berupa library research
23
. Sedangkan dalam penelitian ini 
penulis memfokuskan hanya pada satu jenis pembiayaan mura>bah}ah di Bank 
BRI Syariah, karena hakikatnya aturan dalam setiap produk pembiayaan dan 
setiap perbankan itu berbeda. 
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Begitu juga pada karya skripsi Rita Putri Lestari, Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang memfokuskan pada Klausul-
klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam. 
Sehingga disimpulkan bahwa klausul kontrak baku itu diperbolehkan oleh 
hukum positif dan Islam selama tidak bertentangan dengan aturan yang telah 
ada pada kedua hukum tersebut
24
. Sedangkan penelitian ini penulis 
memfokuskan pada implementasi dari kontrak baku itu sendiri. 
Selain itu, pada karya Muhammad Syahreza dari Fakultas Hukum 
Universitas Sumatra Utara, Medan memaparkan dalam karyanya yang 
berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Klausula Eksonerasi 
yang Terdapat Pada Perjanjian Kredit Bank, bahwa penelitiannya terfokus 
pada klausula eksonerasi yang ada pada perjanjian baku, dan sesuai pasal 18 
ayat (3) UUPK, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, namun masih 
diperlukan upaya dari pihak nasabah selaku konsumen untuk mengajukan 
pembatalan akibat klausula baku yang dirasakan sangat merugikannya
25
.  
Walaupun penelitian-penelitian mengenai kontrak baku tersebut sudah 
ada dan telah ditulis oleh beberapa mahasiswa dari universitas lain di luar 
IAIN Purwokerto. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang 
semakin pesat, tentunya ada peraturan dan kebijakan baru yang lahir dalam 
suatu lembaga perbankan, yang  memang perlu untuk dikaji dan dilakukan 
penelitian. Adapun, dalam hal ini yang menjadi pembeda (orisinilitas) antara 
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penelitian tentang kontrak baku yang dilakukan oleh penulis dengan 
penelitian tentang kontrak baku pada skripsi-skripsi sebelumnya adalah dalam 
penelitian ini penulis mencoba menggali mengenai adanya keputusan komite 
pada penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3), yang mana 
pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak disebutkan 
mengenai keputusan komite tersebut yang berdampak pada keabsahan 
perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian secara mendalam mengenai implementasi kontrak baku, yang 
dikhususkan pada keabsahan perjanjian kontrak baku dalam akad mura>bah}ah 
serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang terdapat dalam aturan 
perbankan syariah, serta didasarkan juga terhadap kontribusi mahasiswa pada 
kampus IAIN Purwokerto.  
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan, pembahasan, serta pemahaman 
terhadap penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang 
terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab yang 
disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika 
penulisannya sebagai berikut: 
Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 
pustaka serta sistematika penulisan. 
Bab II berisi tentang ketentuan umum tentang teori kontrak dalam 





rukun dan syarat kontrak, asas-asas kontrak, pembagian akad serta batal dan 
sahnya kontrak. Kemudian dijelaskan juga mengenai konsep kontrak baku 
yang meliputi definisi kontrak baku, ciri-ciri dan prinsip kontrak baku dan 
jenis-jenis kontrak baku. Selain itu dijelaskan juga mengenai konsep 
pembiayaan mura>bah}ah dalam perspektif hukum Islam yang meliputi definisi 
mura>bah}ah, rukun mura>bah}ah,  hukum mura>bah}ah serta ketentuan akad 
mura>bah}ah. 
Bab III berisi metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan 
metode penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, 
sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
Bab IV berisi analisis data dan pembahasan, yang meliputi gambaran 
umum objek penelitian, penerapan kontrak baku dalam pembiayaan 
mura>bah}ah dan deskripsi data penelitian, serta pembahasan hasil analisis data. 
Bab V berisi penutup yang meliputi, kesimpulan dari pembahasan, 
saran-saran, dan dan kata penutup. 
Kemudian pada akhirnya penulis cantumkan daftar pustaka yang 










Bedasarkan penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka 
penulis memberi kesimpulan bahwa: 
Implementasi kontrak baku pada pembiayaan mura>bah}ah yang 
dilakukan di bank BRI Syariah cabang Purwokerto apabila dilihat dari rukun 
perjanjian maka akad tersebut sudah terpenuhi, namun  apabila dilihat dari 
syarat dan asas-asas perjanjian, praktik kontrak baku pada pembiayaan 
mura>bah}ah di bank BRI Syariah cabang Purwokerto dianggap kurang sesuai. 
Seperti dalam syarat sah, telah dijelaskan menurut Hanafiyah bahwa dalam 
akad jual beli tidak boleh terkandung salah satu dari enam cacat yaitu jahalah 
(ketidakjelasan barang), ikrah (pemaksaan), tawqit (hanya bersifat 
sementara), garar, d}arar (mudharat), dan syarat-syarat yang fasid. Namun 
pada pelaksanaannya, dalam kontrak baku yang dilakukan oleh bank BRI 
Syariah cabang Purwokerto masih ada unsur keterpaksaan untuk menerima 
adanya kontrak baku walaupun paksaan dalam hal ini adalah paksaan psikis 
bukan paksaan fisik. 
 Begitupun jika dilihat dari aspek asas-asas kontrak, masih kurang 
terealisasi mengenai asas kebebasan berkontrak (mabda’ al-h}uriyyah) dan 
kesamaan (musawwah) karena bentuk klausulnya telah di standarisasi atau di 





SP3 oleh komite. Namun hal itu, tidak membatalkan akad perjanjian yang ada 
dikarenakan rukun akad telah terpenuhi, hanya saja ada beberapa syarat yang 
tidak terpenuhi. Seperti masih adanya beberapa pihak yang terpaksa 
menerima kontrak dengan paksaan akan kondisi. Hal ini tentu berpengaruh 
terhadap keabsahan akad (sah atau tidaknya suatu akad).  
Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam 
terhadap implementasi kontrak baku pada pembiayaan mura>bah}ah di Bank 
BRI Syariah cabang Purwokerto telah memenuhi rukun akad, namun kurang 
memenuhi  beberapa syarat akad, yang mana menyebabkan cacat pada salah 
satu bagiannya. Sehingga meskipun akad itu sendiri ada dan tetap sah namun, 
berstatus sebagai akad yang fasid atau rusak. 
 
B. Saran 
1. Bagi nasabah yang melakukan perjanjian kontrak baku baik dalam 
perbankan ataupun yang lainnya hendaklah untuk membudayakan 
membaca, kritis dan tanggap terhadap hal-hal yang kiranya sulit 
dimengerti dan dibutuhkan penjelasan. Karena bagaimana pun kedudukan 
dan urgensi akad sangat penting bagi setiap perikatan yang telah 
dibuatnya. Sah tidaknya suatu akad ditentukan dari terpenuhi atau 
tidaknya rukun dan syarat akad. Oleh karenanya sebelum melakukan 
perjanjian seorang nasabah harus memahami betul tentang akad yang 
dilakukannya. Sehingga ketika nantinya ada permasalahan bisa dicegah 
ketika awal akad. Karena bagaimanapun permasalahan yang terjadi di 





dianggap bahwa pihak yang bertanda tangan telah mengetahui dan ridha 
terhadap isi perjanjian. 
2. Bagi pihak perbankan, seharusnya ketika melakukan transaksi mampu 
untuk menerangkan sedetail mungkin dan mengenai negosiasi kontrak 
baku harusnya dibahas semuanya tanpa ada yang penting dan tidak 
penting. Karena yang dinamakan akad semua bagiannya adalah penting. 
Karena bersifat mengikat, tidak dapat berubah-ubah dan berlaku 
ketentuan asas pacta sunt servanda yang tidak dapat diingkari oleh 
masing-masing pihak dan begitupun ketika ada suatu permasalahan maka 
yang pertama ditanyakan adalah bagaimana perjanjian pada akad 
awalnya. Kemudian terkait keputusan komite, seharusnya pihak bank 
telah mengetahui aturan perbankan agar transaksi yang dilakukan tidak 
sampai merugikan pihak bank, sehingga nantinya tidak ada istilah 
“kesepakatan formalitas”, dalam artian kesepakatan yang telah dilakukan 
antara marketing dengan nasabah dapat tergantikan dengan keputusan 
komite yang sifatnya baru dan final. Adapun jika diperbolehkan, 
sebaiknya pihak komite juga hadir dalam perumusan kesepakatan tersebut 
agar kesepakatan yang dihasilkan bersifat tetap dan tidak ada perubahan 
tanpa sepengetahuan pihak nasabah. 
3. Selain itu, seharusnya pihak bank syariah mampu untuk melakukan 
pengetatan seleksi pada karyawannya. Misalnya saja, seperti di bank BRI 
Syariah yang mana latar belakang pendidikan pada kebanyakan 





pendidikan lulusan umum pengetahuan syariahnya akan lebih sedikit 
dibandingkan dengan lulusan universitas yan berbasis Islam. Dari sini 
nampak bahwa bagaimana mungkin perusahaan yang berbasis syariah 
mampu melakukan kegiatannya dengan baik ketika karyawan yang 
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